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ABSTRAK 

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang bersifat serius,terorganisir yang telah menimbulkan 

masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara. dampak yang 

ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas,merugikan keuangan 

negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-

cita menuju masyarakat adil dan makmur. Penelitian ini berjudul "Proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi berdasarkan UU No.46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi". Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif berbasis studi Literatur,yaitu metode riset yang 

mengacu pada berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan keputusan pengadilan teori 

hukum, dan berupa pendapat parasarjana. Serta sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, 

dan jurnal,atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada lagi pengadilan umum atau khusus lain yang memiliki wewenang memeriksa 

dan mengadili perkara tindak pidana korupsi selain pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang  Nomor  46  Tahun  2009  yang  berada  pada  pengadilan  umum.   

Kata Kunci: Korupsi, UU, pemeriksaan, pengadilan. 

 

 

ABSTRACT 
Corruption is a serious, organized crime that has caused serious problems and threats, because it can endanger 

the stability and security of the state. The impact of corruption can damage democratic values, morality, harm 

state finances, violate social and economic rights of the community and is a threat to the ideals of a just and 

prosperous society. This research is entitled "The process of examining the perpetrators of criminal acts of 

corruption based on Law No. 46 of 2009 concerning the Court of Corruption". The method used in this study 

is a normative method based on literature studies, namely a research method that refers to various secondary 

data such as laws and regulations, court decisions, legal theory, and the opinion of scholars. As well as written 

sources, either in the form of books, archives, magazines, articles, and journals, or documents relevant to the 

problems studied. The results of the study indicate that there is no other general or special court that has the 

authority to examine and adjudicate cases of criminal acts of corruption other than the special court established 

under Law Number 46 of 2009 which is in the general court. 

 

keywords: corruption, law, examination, court. 
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A. PENDAHULUAN  

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit social) 

yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat 

besar. Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh 

berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan 

negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit 

untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak 

diputusan bebas terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang 

ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini 

sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-

menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas 

hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaaan tersebut memang 

telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya 

masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di 

dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai 

dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan 

umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang 

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum yang Penuntutannya 

dilakukan oleh Kejaksaan maupun Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini 

tentu saja berdampak positif dan memberikan kepastian hukum karena semua perkara 

korupsi adalah menjadi yuridiksi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi baik yang dilakukan 

oleh sipil dan militer sehingga dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 ini 

dibentuklah untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

di Ibu Kota Provinsi yang daerah hukumnya mencakup daerah hukum Provinsi yang 
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bersangkutan. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi, maka proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, diharapkan 

dapat berjalan dengan cepat sebagaimana dimaksud Pasal 29 yang menyatakan: "Perkara 

tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak 

tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana Proses Pemeriksaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi? 

2. Apakah hasil dari penetapan setelah dilakukannya proses pemeriksaan tersebut terkait 

dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009? 

B. METODE PENELITIAN  

Metode Penyusunan penelitian ini mengunakan metode penelitian normatif 

berbasis studi Literatur, yaitu metode riset yang mengacu pada berbagai data sekunder 

seperti peraturan perundang-undangan keputusan pengadilan teori hukum, dan berupa 

pendapat parasarjana. Serta sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, 

artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang 

dikaji. Sehingga informasi yang didapat dari studi kepustakaan ini dijadikan rujukan 

untuk memperkuat argumentasi yang ada. Bahkan hukum primer yaitu bahan-bahan 

hukum yang mengikat dan didapat peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-

Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentag Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
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C. HASIL PEMBAHASAN 

1. Bagaimana Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi 

Atas dasar Putusan MK tersebut telah diterbitkan produk hukum baru yaitu 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

dan ketentuan Pasal 39 telah mencabut berlakunya Pasal 53-62 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002.  Pengadilan Tipikor ini berbeda dengan Pengadilan Tipikor 

sebelumnya yang hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang 

penuntutannya diajukan oleh KPK. 

Ada beberapa perubahan dalam pembentukan Pengadilan Tipikor, yaitu: 

1. Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan 

umum Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus diatur dalam Pasal 2:  

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan Pengadilan khusus yang berada 

di lingkungan Peradilan Umum. Berarti tidak ada lagi pengadilan umum atau 

khusus lain yang memiliki  wewenang  memeriksa  dan mengadili  perkara  tindak  

pidana  korupsi  selain  pengadilan  khusus  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-

Undang  Nomor  46  Tahun  2009  yang  berada  pada  pengadilan  umum.  

Berbeda dengan sebelumnya, Pengadilan Tipikor hanya berada pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat. 

2. Pengadilan Tipikor diberi wewenang untuk mengadili dan memutus perkara 

tindak pidana korupsi dan tindak   pidana pencucian uang yang tindak pidana 

asalnya dari Tindak Pidana Korupsi.  Kewenangan Pengadilan Tipikor diperluas 

bukan hanya berwenangmengadili perkara tindak pidana korupsi tetapi   juga 

diberi wewenang   memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana 

pencucian uang yang tindak pidana asalnya   adalah tindak pidana korupsi. 

3. Pengadilan  Tipikor  merupakan  satu-satunya  pengadilan  yang  memeriksa,  

mengadili,  dan  memutus  perkara tindak  pidana  korupsi.  Pengadilan  Tipikor  
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merupakan  “satu-satunya  pengadilan”  yang  diberi  wewenang  untuk  

memeriksa ,  mengadili  dan  memutus  perkara  tindak  pidana  korupsi.  Perkara  

tindak  pidana  korupsi tidak  lagi  diproses  melalui  pengadilan  ganda  seperti  

sebelumnya  yaitu  Pengadilan  Umum  yang  memeriksa, mengadili,  dan  

memutus  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  penuntutannya  diajukan  

penuntut  umum  dari kejaksaan  dan  Pengadilan  Tipikor  di Pengadilan  Jakarta  

Pusat  yang  penuntutannya  diajukan  oleh  KPK, melainkan  menjadi  satu-

satunya  pengadilan  yang  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  yang 

penuntutannya  diajukan  oleh  penuntut  umum,  baik  penuntut  umum  yang  

berada  di bawah  manajemen Kejaksaan  Agung  maupun  penuntut  umum  di  

bawah  manajemen  KPK. 

Penataan   ulang  penyelenggaraan   peradilan   tindak   pidana  korupsi  melalui  

Undang-Undang  Nomor 46 Tahun  2009  tersebut  telah  membawa  implikasi  hukum: 

1. Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  menjadi  pengadilan  khusus  yang  

mengadili  (semua)  perkara  tindak pidana  korupsi.  Sebagai  penyelenggaraan  

kekuasaan  kehakiman  dalam  penegakan  hukum  dan  keadilan  telah membawa  

perubahan  ke  arah  yang  positif,  yaitu  penegakan  asas  persamaan  d i depan  

hukum  (equality before the law) dan  memberi  peluang  penyelenggaraan  

peradilan  yang  adi l (fair trial) dan  non-diskriminatif. 

2. Karena  Pengadilan  Tipikor  sudah  menjadi  pengadilan  khusus  yang  mengadili  

semua  perkara  tindak   pidana  korupsi,  maka  semua  perkara  tindak  pidana  

korupsi  memiliki  kedudukan  yang  sama,  dan  semestinya diproses  dengan  

menggunakan  prosedur  hukum  acara  pidana  yang   sama.  Tidak  lagi  

diperbolehkan  adanya prosedur  hokum  acara  pidana  yang  berbeda  terhadap  

semua  tersangka /terdakwa  perkara  tindak  pidana korupsi  yang  dapat  

diperiksa  dan  diajukan  ke  Pengadilan  Tipikor,  meskipun  diproses  oleh  

lembaga  atau instansi  yang  berbeda. 

3. Di hadapan    Pengadilan   Tipikor,  penuntut  umum  baik  di  bawah  manajemen  

kejaksaan  maupun  di bawah manajemen  KPK  memiliki  kedudukan  yang  
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sama, tidak ada yang istimewa atau diistimewakan, tetapi semua perkara tindak 

pidana korupsi adalah perkara pidana yang menjadi prioritas untuk diperiksa, 

diadili, dan diputus oleh pengadilan.  Keberadaan Pengadilan Tipikor ini  telah  

menggeser .kedudukan  penuntut  umum  pada  KPK  (karena telah  menjadi  

sama  dengan  penuntut  umum  pada   kejaksaan)  mengenai  beberapa  hal: 

a) Mengajukan   perkara  pidana  tindak  pidana  korupsi  di seluruh  wilayah  

Pengadilan  Tipikor  yang  ada  di seluruh  wilayah  Indonesia  sesuai  

dengan  dasar  penetapan  kompetensi  relatif  Pengadilan Tipikor. 

b) Tunduk  kepada  prosedur  beracara  pidana  khusus  pada  Pengadilan  

Tipikor sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  46  

Tahun  2009,  di  samping  harus  tindak  kepada  hukum  acara  pidana  

umum  yang diatur  dalam  KUHAP. 

c) Perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  penuntutannya  diajukan  oleh  

penuntut  umum  pada  KPK  menjadi sama  kedudukannya  dengan   

perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  penuntutannya  diajukan   oleh  

penuntut umum  pada  kejaksaan  dan  berlaku  pada  semua tingkatan  

pengadilan  sampai  dengan  Mahkamah Agung. 

 

2. Apakah hasil dari penetapan setelah dilakukannya proses pemeriksaan tersebut 

Terkait dalam undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 

Di dalam UU Nomor 46 Tahun 2009 pasal 28, 29, 30, 31 dan 32: Pasal 28 (1) 

Semua  alat bukti  yang  diajukan  di dalam persidangan,  termasuk alat bukti yang  

diperoleh  dari hasil  penyadapan,  harus diperoleh  secara  sah berdasarkan ketentuan  

peraturan perundang-undangan.  (2) Hakim menentukan sah tidaknya  alat bukti  yang  

diajukan  di muka persidangan  baik  yang  diajukan  oleh  penuntut  umum  maupun  

oleh  terdakwa. Pasal 29 Perkara  tindak  pidana  korupsi  diperiksa,  diadili, dan diputus  

oleh Pengadilan Tindak Pidana  Korupsi  tingkat  pertama  dalam  waktu  paling lama 

120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak  tanggal  perkara  dilimpahkan  ke 

Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi.  
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Pasal 30 Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan 

diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal  

berkas  perkara  diterima  oleh  Pengadilan Tinggi. Pasal 31 Pemeriksaan tingkat kasasi 

Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus 

dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah 

Agung. Pasal 32 Dalam hal putusan  pengadilan  dimintakan  peninjauan  kembali,  

pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  korupsi  diperiksa  dan  diputus  dalam  waktu  

paling  lama 60 (enam puluh) hari  kerja terhitung  sejak  tanggal  berkas  perkara  

diterima  oleh  Mahkamah  Agung.  

 

D. PENUTUP 

Korupsi  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  tertentu  yang  bersifat  serius, 

terorganisir  yang  telah  menimbulkan  masalah  dan  ancaman serius, karena  dapat  

membahayakan  stabilitas  dan keamanan negara.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari  tindak  

pidana  korupsi  dapat  merusak  nilai-nilai demokrasi,  moralitas, merugikan  keuangan  

negara,  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan ekonomi  masyarakat  serta  merupakan  

ancaman  terhadap  cita-cita  menuju  masyarakat  adil  dan Makmur. 

Bagaimana  proses pemeriksaan  terhadap  pelaku  tindak  pindana  korupsi  

berdasarkan  UU No. 46 Tahun  2009  tentang  pengadilan  tindak pidana  korupsi? 

Atas dasar  Putusan  MK tersebut  telah  diterbitkan  produk  hukum  baru  yaitu  

Undang-Undang Nomor  46  Tahun  2009 tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  

ketentuan  Pasal  39  telah mencabut  berlakunya  Pasal  53-62  Undang-Undang  Nomor  30  

Tahun  2002.  Pengadilan Tipikor ini berbeda dengan  Pengadilan  Tipikor  sebelumnya  yang  

hanya  memeriksa  dan  mengadili perkara tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh 

KPK. 

1. Pengadilan  Tipikor  merupakan  pengadilan  khusus  di lingkungan peradilan 

umum  Pengadilan Tipikor  sebagai  pengadilan  khusus  diatur  dalam  Pasal 2 
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2.  Pengadilan  Tipikor   diberi  wewenang  untuk  mengadili  dan  memutus  perkara  

tindak  pidana korupsi  dan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  tindak  pidana  

asalnya  dari  Tindak  Pidana Korupsi. 

3.  Pengadilan  Tipikor  merupakan  satu-satunya  pengadilan  yang  memeriksa,  

mengadili,  dan memutus  perkara  tindak  pidana  korupsi.  Pengadilan  Tipikor  

merupakan  “satu-satunya pengadilan”  yang  diberi  wewenang  untuk  memeriksa, 

mengadili  dan  memutus  perkara tindak  pidana  korupsi. 

Didalam UU Nomor 46 Tahun 2009 terdapat pasal yang menjelaskan hasil dari 

penetapan setelah dilakukannya proses pemeriksaan sebagai berikut: Pasal 28: (1) Semua alat 

bukti yang diajukan di dalam persidangan,  termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil 

penyadapan,  harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan  peraturan perundang-

undangan. Pasal 29: Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus  oleh 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam  waktu paling lama 120 (seratus 

dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak  

Pidana Korupsi. Pasal 30: Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan 

diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas 

perkara diterima oleh  Pengadilan Tinggi. 
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